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Abstrak. Pendaftaran merek dagang berguna untuk membedakan antara merek dagang dan 

merek jasa yang dimiliki sebuah perusahaan. Pendaftaran ini berfungsi untuk menghindari 

pemalsuan merek dan mendapatkan perlindungan hukum untuk merek tersebut. terdapat 87 

perkara merek yang tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan 

Negeri Surabaya dan Penyelesaian sengketa merek di PN Surabaya pun sudah berjalan sesuai 

prosedur yang diterapkan undang-undang. Doktrin I’tikad harus diterapkan baik agar 

penyelesaian sengketa berlangsung lancer dan dapat menghasilkan keputusan yang dapat 

membantu menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak. 

Kata kunci : Merek, Hak Kekayaan Intelektual, I’tikad baik 

Pendahuluan  

Secara keseluruhan, terdapat 87 perkara merek yang tercatat di Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya. Salah satu jenis perkara yang sering ditemui di 

pengadilan adalah perkara merek. Pelanggaran hak atas merek, seperti penggunaan merek 

tanpa izin atau pemalsuan. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang perkara merek dan 

bagaimana penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Surabaya. 

Metode 

Metode penelitian studi kasus. Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap satu atau 

beberapa kasus yang dianggap mewakili fenomena yang sedang diteliti. Peneliti akan 

mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumentasi, atau 

arsip untuk memahami kasus tersebut secara komprehensif.  

Pembahasan 

 Pendaftaran merek dagang berguna untuk membedakan antara merek dagang dan 

merek jasa yang dimiliki sebuah perusahaan. Pendaftaran ini berfungsi untuk menghindari 

pemalsuan merek dan mendapatkan perlindungan hukum untuk merek tersebut.[1] 

Mendaftarkan merek dagang dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 

Dengan didaftarkan secara resmi merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum 

berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis dan dapat digunakan di Indonesia, karena perlindungan hak atas merek 

bersifat teritorial. [2] 

Proses penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Pengadilan Negeri 

Surabaya telah diterapkan sesuai dengan Undang-undang. Prosedur administrasi yang 

sederhana, termasuk sidang pemeriksaan yang cepat dan sesuai dengan jangka waktu yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa HaKI dapat 



menggunakan metode mediasi, negoisasi, atau konsilisasi. Setiap tahap penyelesaian harus 

dimulai dengan niat baik[3].  Jadi Penyelesaian sengketa merek di PN Surabaya pun sudah 

berjalan sesuai prosedur yang diterapkan undang-undang.  

Dalam menangani perkara hakim harus lebih professional agar persidangan dapat 

berjalan dan terselesaikan sesuai harapan. Bagi para pihak yang bersengketa juga harus 

mematuhi aturan yang ada pada lingkungan pengadilan. Dari ketiga metode tersebut tentu di 

dalamnya juga harus dilaksanakan dengan i’tikad baik agar penyelesaian sengketa 

berlangsung lancer dan dapat menghasilkan keputusan yang dapat membantu menyelesaikan 

kepentingan kedua belah pihak. [4] 

Doktrin I’tikad baik dianggap cukup memadai oleh para hakim sebagai perlindungan 

terhadap hak merek. Pengadilan dapat memutuskan untuk menghilangkan tanda merek yang 

sama atau mirip oleh pihak lain yang tidak bersaing tanpa alasan bluring atau tarnisment.[5] 

Kesimpulan 

 Pendaftaran merek dagang berguna untuk membedakan antara merek dagang dan 

merek jasa yang dimiliki sebuah perusahaan. Para Pengusaha secara eksklusif mendapatkan 

hak eksklusif dan perlindungan hukum jika para pengusaha mendaftarkan merek dagang 

mereka. Penyelesaian sengketa merek di PN Surabaya pun sudah berjalan sesuai prosedur 

yang diterapkan undang-undang.. Doktrin I’tikad harus diterapkan baik agar penyelesaian 

sengketa berlangsung lancer dan dapat menghasilkan keputusan yang dapat membantu 

menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak. 
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